
GUBE:RNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : GI ?,C· IB.XIHKl2011
 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA
 
DAERAH PEMERINTAD PROVINSI LAMPUNG
 

DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA UNIT
 
SEKRETARIAT DAl8RA.H PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

vlenimbang : a.	 bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. maka 
untuk meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang hasil pengadaan 
barang/jasa Pernerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Panitia 
Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang IJasa Daerah Pemerintah Provinsi 
Lampung dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011: 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar 
pelaksanaannya dapat berjalan tertib. terkoordinasi, berdayaguna dan 
berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Hasil 
Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan Panitia 
Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubemur 
Lampung; 

Mengingat I.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 

2.	 Peraturan Pemerintah NomOI 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik NegaraJ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 

3.	 Peraturan Pernerintah NomOI 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Amara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenIKota; 

4.	 Peraturan Presiden NomOI 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

5.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor ] 1 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung: 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomOI 05 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2011; 



\1EMUTUSKAN :
 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA 
PEMERIKSA HASIl PENGADAAN BARANG I JASA DAERAH 
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PANITIA PEMERIKSA 
HASIL PENGADAAN BARANG/JASA UNIT SEKRETARlAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011. 

KESATU : Membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah 
Provinsi Lampung dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA	 Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membantu 
Gubemur dalam melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa 
yang pengadaannya diadakan oleh Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut : 

a.	 Panitia Pemerilksa Hasil Pengadaan Barang I Jasa Daerah Pemerintah 
Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa administrasi setiap hasi1 
pengadaan barang / jasa oleh SKPD yang nilai pengadaannya mulai dari 
Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) yang disesuaikan dengan 
dokumen berita acara pengujian / serah terima hasil pekerjaan dari pejabat / 
panitia penerima hasil pekerjaan serta menuangkan hasil pemeriksaan 
dimaksud dalam berita acara. 

b.	 Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang / Jasa Unit Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa administrasi setiap hasil 
pengadaan barang I jasa yang nilai pengadaannya kurang dari 
Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) yang disesuaikan dengan 
dokumen berita acara pengujian / serah terima hasil pekerjaan dari pejabat I 
panitia penerima hasil pekerjaan serta menuangkan hasil pemeriksaan 
dimaksud dalam berita acara. 

h.ETIGA	 Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pe1aksanaannya kepada 
Gubemur Lampung .. 

liEMPAT	 Biaya dalam rangka melaksanakan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut : 

a.	 Biaya Panitia Perneriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah 
Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan 

b.	 Biaya Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Unit Satuan Kerja masing-masing. 



KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 1 - ':2 -

GUBE 

Tembusan : 
I. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukberung; 
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung:
 
4.Para Kepala Dinas'Badan/Kantcr/Unit Satuan Kerja se Provinsi Lampung:
 
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 
o.Masing-masing anggota yangbersangkutan,
 



2011 

LAMPlRAN I :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI ~(.. IB.XlHKl2011 
TANGGAL : 1- 2. ­

SUSUNAN PANITIA PEMER][KSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH 
PEMERINTAll PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011 

No. JABATANIINSTANSI KEDUDUKAN KET 
DALAM TIM 

1. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Daerah pada KetuaJ Anggota 
Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung 

2. Kepa1a Bagian Penyimpanan, Barang Daerah pada Biro Sekretarisl 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Anggota 
Provinsi Lampung 

3. Kepala Sub Bagian Penyimpanan Barang Daerah pacta Anggota 
Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung 

4. I Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Anggota 

5. Kepala Sub Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Anggota 
Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

6. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai Anggota 
pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung 

Anggota 
Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung 

7. Kepala Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah 

Anggota Tidak 
Provinsi Lampung 

8. Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan KeIja Teknis 
Tetap 

I 
Anggota Tidak I 9. Unsur Pengurus Barang pada SKPD yang bersangkutan 

Tetap\ 

GUBE
 



LAMPIRAN II :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI -S-(. IB.XlHKI2011 
TANGGAL : 7·~ 1::2- 2011 

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT 
SEKRETARIAT l[)AERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011 

No. JABATANIINSTANSI KEDUDUKAN 
DALAMTIM 

1. Kepala Sub Distribusi Barang Daerah pada Biro Ketua/ Anggota 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung 

2. Kepala Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah pada 
Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung 

3. RINTA INDRASARI,SE 
(NSU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi 
Lampung) 

4. MANUSIN 
(NSU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi 
Lampung) 

5. ROSITA 
(NSU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi 
Lampung) 

6. Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis 
Provinsi Lampung 

7. Unsur Pengurus Barang pada Unit SKPD yang 
bersangkutan 

Sekretarisl 
Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota Tidak 
Tetap 

Anggota Tidak 
Tetap 

KET 

GUBE
 


